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BAB II 
TSUNAMI ACEH SEBAGAI BENCANA NASIONAL 
 
2.1  Dampak dan Kerugian Akibat Tsunami Aceh 
Tsunami merupakan salah satu ancaman bencana di wilayah pesisir 
Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah 
laut. Bencana ini umumnya dipicu oleh gempa bumi bawah laut yang 
menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Selain gempa bumi, letusan 
gunung api juga dapat memicu terjadinya tsunami. Kemudian, bencana tsunami 
pada tanggal 26 Desember 2006 yang terjadi di kawasan pesisir Samudera Hindia 
menjadi catatan sejarah kelam di Indonesia. Pusat gempa berada di perairan 
Samudera Hindia (255 Km terhadap Kota Banda Aceh), dengan magnitud 9,2 
pada kedalaman pusat gempa 30 km dan ketinggian gelombang mencapai 10-12 
meter.1  
Bencana Tsunami terjadi di 10 negara yang berbatasan langsung dengan 
Samudera Hindia, yaitu Indonesia (Aceh dan Nias), Malaysia, Thailand, Srilanka, 
Maladewa, Bangladesh, India, Kenya, Somalia, dan Tanzania.2 Banyaknya data 
dan survey yang ada mengakibatkan tidak pastinya dan banyak perbedaan laporan 
jumlah korban. Menurut data dalam buku keluaran BNPB, khusus bencana 
tsunami Aceh, jumlah korban jiwa secara keseluruhan ditaksir kurang lebih 
mencapai 283.100 jiwa. Sementara korban meninggal di Indonesia mencapai 
                                                          
1 Mohd. Robi Amri, dkk., 2015,  RBI: Risiko Bencana Indonesia, Jakarta: BNPB Press, hal. 62. 
2 Rajib Shaw, 2006, "Indian Ocean Tsunami and Aftermath: Need for Environment‐disaster 
Synergy in the Reconstruction Process", Disaster Prevention and Management: An International 
Journal, Vol. 15 Issue dalam Mohd. Robi Amri, dkk, 2015,  RBI: Risiko Bencana Indonesia, 
Jakarta: BNPB Press. 
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108.100 jiwa, dan 127.700 jiwa hilang.3 Lalu, menurut laporan World Health 
Organization (WHO), ada sekitar 500.000 orang mengalami luka-luka.4 
Dipastikan fasilitas penerangan, komunikasi, dan sarana umum lumpuh 
total akibat bencana tersebut. Hal ini menyebabkan korban yang selamat harus 
bertahan makan-minum seadanya selama 3-7 hari di tengah puing, kubangan 
sampah, dan jasad manusia. Proses evakuasi juga berjalan lambat dan berat, 
dikarenakan jalur perhubungan rusak parah. Bencana tersebut menjadi wake up 
call bagi Indonesia untuk mengerti arti penting betapa berbahayanya bencana 
dalam segala aspek. Diperlukan suatu kesiapan, baik dalam pembentukan 
institusionalisasi kebencanaan, kebijakan dan program kerja serta budgeting untuk 
mitigasi bencana, kedaruratan hingga rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca bencana. 
Sebuah analisis komprehensif oleh sebuah tim gabungan pemerintah 
Indonesia bersama dengan pakar internasional memperkirakan jumlah kerusakan 
dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut mencapai Rp. 29,1 triliun 
atau US$ 3,1 milyar.5 Total kerusakan dan kerugian tersebut lebih tinggi daripada 
Sri Lanka, India dan Thailand.6 Kerusakan yang terjadi terpusat pada sektor 
perumahan, dan bangunan-bangunan sektor swasta. Tabel rincian kerusakan dan 
kerugian akibat gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004 lihat pada lampiran 1. 
 
 
 
                                                          
3 Hirokazu Iemura, et al., 2006, Disaster Prevention and Management, Vol. 15 No. 1, dalam 
Mohd. Robi Amri, dkk., 2015,  RBI: Risiko Bencana Indonesia, Jakarta: BNPB Press.  
4 WHO, Asia Pasific Daily Report, dalam www.who.int/hac/crises/idn/sitreps/APDR122904.pdf, 
diakses pada 29 November 2017 18.49 WIB. 
5 World Bank, Preliminary Damage and Loss Assessment, dalam 
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-
1150196584718/ExeSumBhs.pdf, hal. 1-2, diakses pada 4 November 2017 10.32 WIB. 
6 Ibid. 
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 Kerusakan dan kerugian untuk sektor sosial mencakup perumahan, 
pendidikan, pelayanan kesehatan dan tempat ibadah. Selain itu, gempa bumi dan 
tsunami telah berdampak besar bagi lingkungan pesisir, menyebabkan kerusakan 
dan hilangnya hewan, tumbuhan, habitat, dan fungsi ekosistem yang penting. 
Berikut tabel kerugian dan kerusakan lingkungan akibat gempa bumi dan tsunami 
tahun 2004. 
 
Tabel 2.1 Estimasi Kerusakan dan Kerugian dari Sektor Lingkungan Akibat 
Gempa Bumi dan Tsunami Aceh Tahun 2004 (dalam Miliyar Rupiah)7 
 
 
 
Terumbu Karang 
Mangrove 
Padang lamun 
Rehabilitasi mulut sungai 
Rekonstruksi sumur dangkal 
Kerusakan hutan 
Pembersihan puing-puing 
Restorasi daerah pesisir 
Kehilangan lahan 
Total  
Area 
Terdampak 
Kerusakan Kerugian 
 
97,250 ha 
25,000 ha 
600 ha 
7.5 km 
1000 sumur 
48,925 ha 
 
300 km 
53, 795 plot 
 
 
 
 
21.4 
9.3 
 
31.6 
1,374.5 
 
1.436,8 
 
3091 
1099 
21 
 
 
204 
 
 
328 
4744 
 
 Dengan rusaknya lingkungan, secara otomatis banyak penduduk 
kehilangan mata pencaharian mereka yang mayoritas adalah nelayan dan petani. 
Kerusakan dan kerugian di sektor pertanian dan perikanan mencapai hampir 
seperlima total sektor. Bisa dilihat dari data-data di atas juga bahwa gempa bumi 
dan tsunami di Aceh tahun 2004 merupakan bencana yang luar biasa. Hal ini 
tercermin dari banyaknya jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana serta 
                                                          
7 Ibid. 
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kerugian yang ditimbulkan, cakupan luas daerah yang terkena bencana. Pada 
tanggal 27 Desember 2004 melalui Kepres No. 112  Tahun 2004 bencana gempa-
tsunami di Aceh dan Sumatera Utara ini dinyatakan sebagai bencana nasional dan 
hari berkabung nasional.8 Presiden RI selaku pemangku kekuasaan tertinggi, 
mengeluarkan instruksi kepada seluruh komponen Kabinet Indonesia Bersatu dan 
pemerintah Provinsi NAD serta Bupati Nias berupa 12 petunjuk untuk melakukan 
tindakan yang cepat dan komprehensif di dalam penanganan tanggap darurat 
bencana alam tersebut. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 
1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang 
Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera 
Utara. Bencana ini langsung menarik perhatian serta simpati dunia internasional 
untuk memberikan bantuan kemanusian ke Indonesia.9  Sub-bab berikutnya akan 
menjelaskan tentang dampak yang disebabkan oleh bencana gempa dan tsunami 
Aceh tahun 2004 di berbagai sektor. 
 
2.1.1 Sektor Sosial dan Budaya 
 Penilaian kerusakan dan kerugian untuk sektor sosial dan budaya meliputi 
perumahan, pendidikan dan layanan kesehatan serta tempat ibadah. Dampak 
gempa dan tsunami telah mempengaruhi sektor sosial secara masif. Kerusakan 
perumahan adalah kerusakan terbesar akibat dari tsunami melebihi sektor lainnya, 
                                                          
8 Kepres RI No. 112 Tahun 2004, dalam http://storage.jak-
stik.ac.id/ProdukHukum/Sekneg/Keputusan_Presiden_no_112_th_2004.pdf, diakses pada 4 
November 2017 14.13 WIB. 
9 Willy Pramudya, Hanya Tsunami 2004 yang Dinyatakan Bencana Nasional, dalam 
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/04/hanya-tsunami-2004-yang-dinyatakan-bencana-
nasional, diakses pada 4 November 2017 12.06 WIB. 
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yaitu kurang lebih mencapai Rp. 13,4 triliun dan ini merupakan 32% dari semua 
kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tersebut.10  
 Secara keseluruhan, diperkirakan sekitar 19% dari sekitar 820.000 
bangunan (sekitar 151.600 unit) di kabupaten yang terkena dampak rata-rata 
mengalami sekitar 50% kerusakan, sementara sekitar 14% (sekitar 127.300) 
hancur total.11 Kerusakan tersebut berpusat di dalam zona 3,2-6,4 kilometer di 
sepanjang pantai; Kota Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Kota Sabang 
menanggung dampak bencana tersebut dengan kerusakan 80% dari total jumlah 
rumah yang ada.12 
 Dalam sektor pendidikan, diperkirakan sebanyak 45.000 siswa dan 1.870 
guru hilang.13 Sekitar 1.962 sekolah rusak dan hancur. Kerugian diperkirakan 
mencapai Rp. 1041 miliar. Biaya yang terkait dengan penyediaan layanan 
sementara diperkirakan mencapai Rp. 166 miliar.14 Karena sebagian besar sekolah 
adalah sekolah negeri, jadi hanya sebagian kecil kerusakan dan kerugian yang 
ditanggung oleh pihak swasta.  
Selain kerugian terhadap fasilitas sekolah, sebagian besar infrastruktur 
pemerintah daerah dan provinsi yang mendukung pemberian pelayanan telah 
rusak. Pemerintah telah mengupayakan agar semua anak di Aceh bisa kembali 
bersekolah pada tanggal 26 Januari, namun hal tersebut gagal karena ada sekitar 
100.000 anak yang membutuhkan sekolah sementara dan hanya ada 2.000 tenda 
kelas dan 2.000 peralatan sekolah yang disediakan oleh The United Nations 
                                                          
10 BAPPENAS, 2005, Preliminary Damage and Loss Assessment, dalam 
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-
1106130305439/damage_assessment.pdf, hal. 43 diakses pada 28 November 2017 10.06 WIB. 
11 Ibid hal. 45. 
12 Ibid. 
13 Ibid, hal. 47. 
14 Ibid. 
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Children’s Fund (UNICEF).15 Berbagai pihak termasuk pemerintah, telah mulai 
menyiapkan guru sementara untuk kelas sementara tersebut karena guru yang ada 
(sekitar 4.800 guru termasuk yang menjadi pengungsi) juga menjadi korban. 
 Selanjutnya, untuk sektor kesehatan, bencana gempa dan tsunami tersebut 
mengakibatkan hancurnya lima rumah sakit (tiga RS publik dan dua RS swasta, 
dari total 17 RS umum dan 10 RS swasta).16 19 puskesmas (dari total 239) hancur, 
sebanyak 11 puskesmas membutuhkan renovasi besar dan dua membutuhkan 
renovasi kecil. Kerugian terbesar di Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Banda Aceh.  
Dinas kesehatan provinsi membutuhkan renovasi besar. Satu kantor dinas 
kesehatan kabupaten hancur dan membutuhkan renovasi besar. Dua laboratorium 
kabupaten hancur seperti fasilitas kesehatan di pelabuhan, dua gudang obat, dan 
tempat pelatihan kesehatan di provinsi juga membutuhkan renovasi.17 Sepertiga 
Polindes dan poliklinik hancur dan sepertiga lainnya membutuhkan renovasi. 
Kerusakan total diperkirakan Rp. 767,4 miliar.18 Tim dari Departemen Kesehatan, 
World Health Organization (WHO), Centers for Desease Control (CDC) dan 
lainnya melakukan penilaian di sektor kesehatan tersebut.  
Perkiraan kerugian termasuk biaya kampanye kesehatan dan upaya 
mitigasi trauma, kebutuhan modal rekrutmen dan pelatihan dokter serta staf 
kesehatan sementara, biaya perawatan kesehatan dalam merespon bencana, total 
estimasi kerugian sebesar Rp. 87 miliar.19 
                                                          
15 Ibid. 
16 The World Bank, based on direct observation and information from MoH and MoHA dalam 
BAPPENAS, 2005, Preliminary Damage and Loss Assessment, dalam 
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-
1106130305439/damage_assessment.pdf, hal. 49 diakses pada 28 November 2017 10.06 WIB. 
17 Ibid. 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
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 Jelas bahwa, bencana semacam ini memiliki dampak signifikan yang 
langsung mempengaruhi kesehatan penduduk, terutama di wilayah yang terkena 
dampak paling parah. Kekhawatiran berpusat pada luka yang diderita korban, 
pencegahan wabah penyakit dan penyediaan layanan kesehatan dasar. Upaya 
bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan sekitar 50 agen bantuan yang 
menyediakan rumah sakit lapangan, obat-obatan, staf medis dan perawat darurat. 
Bantuan kesehatan ini dikoordinasikan oleh WHO di Banda Aceh. Perhatian 
lainnya juga terkonsentrasi pada langkah-langkah untuk pencegahan penyakit. 
WHO dan lainnya membentuk surveilans penyakit dasar di sekitar Banda Aceh.. 
UNICEF melakukan vaksinasi campak di daerah tersebut.20 
 Lanjut, untuk sektor keagamaan, data Survey Desa (Podes) menunjukkan 
bahwa ada sekitar 2.000 masjid, 5,500 meunasah (masjid kecil), 2.150 musholla, 
dan 91 tempat ibadah lainnya ada di daerah yang terkena bencana Aceh.21 Banyak 
tempat ibadah yang terkena dampak gempa dan tsunami. Podes dan Mendagri 
memperkirakan butuh sekitar Rp.776 juta untuk membangun kembali tempat 
ibadah di Aceh dan Sumatera. Di Aceh, masjid dan meunasah memainkan peran 
yang penting bagi masyarakat aceh bukan hanya sekedar tempat untuk ibadah. 
Bangunan tersebut juga sebagai pusat komunitas. Rapat Tingkat Desa 
(Musbangdes), kegiatan gotong-royong masyarakat juga banyak dilakukan di 
meunasah. Masjid dan meunasah juga menjadi tempat untuk kegiatan belajar 
agama untuk anak-anak, juga sebagai tempat mendistribusikan informasi 
termasuk pengumuman proyek dan kegiatan pemerintah desa. Sebagai pusat 
                                                          
20 Ibid, hal. 50. 
21  BAPPENAS, Preliminary Damage and Loss Assessment, Op. Cit., Hal. 50. 
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jaringan, sangat penting untuk membangun kembali tempat-tempat ini dan harus 
diprioritaskan untuk menghidupkan kembali jaringan dan komunitas yang hilang.  
 
2.1.2 Sektor Ekonomi 
 Di sektor Pertanian, berdasarkan penilaian awal yang dilakukan oleh 
Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, kerusakan gempa dan 
tsunami terkonsentrasi di wilayah pesisir barat dan utara-timur.22 Berdasarkan 
data dan asumsi yang ada, perkiraan kerugian yang terjadi di sektor pertanian dan 
irigasi mencapai Rp. 2,2 triliun. Sebanyak 320.000 orang Kehilangan pekerjaan 
karena rusaknya areal tanaman pangan dan sawah. Berdasarkan perkiraan yang 
diberikan oleh kementerian pertanian, seluas 21.000 ha sawah dan 29.000 ha 
lahan kering rusak, 80.000 ton gabah dan 160.000 ton tanaman lainnya mengalami 
kerugian.23 
Kerugian moneter mencapai Rp. 204,5 miliar akibat hilangnya lahan dan 
berkurangnya produksi pertanian.24 Selain kerusakan pada tanaman, endapan pasir 
dan lumpur di lahan pertanian ditambah erosi dan salinisasi dapat mengakibatkan 
hilangnya lahan pertanian secara permanen atau hasil panen bisa berkurang 
selama beberapa tahun. Memerlukan waktu 2-5 tahun untuk memulihkan 
produktivitas lahan. Untuk sektor peternakan, berdasarkan data BPS untuk 
populasi ternak dan kerusakan lahan pertanian diperkirakan 23.300 hewan 
ruminansia besar, 21.000 ruminansia kecil dan 2,5 juta unggas hilang. Perkiraan, 
kerugian mencapai Rp. 126 miliar.25 
                                                          
22  Ibid, hal. 73. 
23  Ibid, hal. 74. 
24 Ibid. 
25  BPS Aceh dalam https://aceh.bps.go.id/, diakses pada 28 November 2017 09.20 WIB. 
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Selain sektor pertanian dan peternakan, sektor perikanan juga sangat 
terpengaruh oleh bencana tersebut. Sejumlah besar nelayan meninggal (sekitar 15-
20% dari nelayan di 18 kabupaten), sebagian fasilitas dan infrastruktur penunjang 
juga mengalami kerusakan bahkan hancur.26 Penilaian pendahuluan dilakukan 
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lembaga donor menunjukkan jika kerusakan 
terbesar ada di kabupaten-kabupaten di utara Aceh, baik di pantai barat dan timur. 
Secara keseluruhan, diperkirakan 55% pelabuhan dan pelabuhan perikanan rusak 
(senilai sekitar Rp. 103 miliar).27 KKP kehilangan hampir 90% asetnya, yang 
sebagian besar berada di daerah yang paling parah terkena dampak tsunami 
(sekitar Banda Aceh). Kerugian ekonomi utama di sektor perikanan berasal dari 
pendapatan yang hilang dari penangkapan ikan karena hilangnya nelayan, 
hilangnya peralatan penangkapan ikan, dan kerusakan infrastruktur dan fasilitas 
seperti kolam ikan. Di perikanan laut, pemulihan  bisa memakan waktu sampai 10 
tahun. Sektor perikanan menyumbang lebih dari 100.000 lapangan kerja dan 
sangat penting bagi penghidupan penduduk pesisir.28 Selanjutnya, ada sektor 
enterprises, sektor ini tidak terpengaruh secara besar. Secara keseluruhan, 
kerusakan dinilai sekitar Rp. 44 miliar, sementara kerugian  dari pengurangan 
produksi diperkirakan mencapai Rp. 169 miliar.29 
 
 
 
                                                          
26  Ibid. 
27 BAPPENAS,  Preliminary Damage and Loss Assessment, Op. Cit., Hal. 76. 
28 Ibid, hal. 77. 
29 Ibid, hal. 80. 
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2.1.3 Infrastruktur 
 Kerusakan dan kerugian infrastruktur mencapai Rp. 8,2 triliun dan 
didominasi oleh kerusakan transportasi (61% dari total dampak) dan irigasi, 
pengendalian banjir dan perlindungan pantai (25%), dengan 7,7 energi, 3,4 air dan 
sanitasi dan 2,5% komunikasi.30 Kerusakan infrastruktur transportasi didominasi 
oleh jalan dan transportasi darat sebesar Rp. 3,4 triliun. Fasilitas yang terkena 
dampak bencana di daerah pesisir termasuk sekitar 316 km atau 10% jaringan 
jalan nasional dan provinsi, 1.900 km jalanan lokal dan lebih dari 400 jembatan, 
30.000 kendaraan dan hampir semua terminal bus dan feri.31 Infrastruktur 
pelabuhan umum mengalami kerusakan sedang sebesar Rp. 237 miliar (5%) di 14 
fasilitas di Aceh dan sekitar 70% mengalami kerusakan berat. Bandara mengalami 
kerusakan akibat gempa di landasan pacu dan terminal, diperkirakan 
menghabiskan biaya Rp. 17 miliar (1%). Kerugian transportasi karena kenaikan 
biaya dan hilangnya pendapatan diperkirakan mencapai Rp. 1,3 triliun selama 
lima tahun.32 
 Lalu, kerusakan air dan sanitasi mencapai Rp. 276 miliar.33 Penyedia air 
minum perkotaan mengalami kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 97 miliar, 
terutama untuk jaringan pipa dan kehilangan sekitar 15% dari kapasitas produksi 
secara keseluruhan. Namun, kerusakan akut di daerah perkotaan barat dan utara. 
Kerusakan paling besar terjadi pada penyedia berskala kecil di pedesaan di mana 
hampir semua sumur di wilayah pesisir terkna dampak akan kontaminasi. Sanitasi 
perkotaan mengalami kerusakan pada peralatan servis. 
                                                          
30 Ibid, hal. 51. 
31  Ibid, hal. 53. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Lanjut, pada sektor energi mengalami kerusakan sebesar Rp. 631 miliar, 
sebagian besar ke jaringan distribusi baik listrik maupun pasokan bahan bakar 
minyak bumi.34 Pasokan listrik mengalami kerusakan ringan pada kapasitas 
pembangkit, tidak ada kerusakan pada jaringan transmisi namun kerusakan 
substansial pada jaringan distribusi di daerah yang terdampak bencana. Total 
kerusakan diperkirakan mencapai Rp. 500 miliar dengan kerugian operasional 
yang tidak berarti. Pasokan bahan bakar minyak milik negara mengalami 
kerusakan substansial pada depot bahan bakar, di mana fasilitas penyimpanan 
rusak dan beberapa bahan bakar hilang, total kerusakan sebesar Rp. 131 miliar.  
Pada sektor komunikasi, telekomunikasi mengalami kerusakan parah di 
daerah yang terkena bencana terutama untuk layanan sambungan tetap di mana 
40% koneksi rusak, dan untuk fasilitas transceiver untuk telepon seluler, dengan 
kerusakan total Rp. 167 miliar.35 Layanan pos mengalami kerusakan sebesar Rp. 
8,8 miliar. Lalu, ada fasilitas pengendalian banjir dan irigasi mengalami 
kerusakan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.230 miliar. Sekitar 45% dari 
biaya kerusakan ada pada sektor fasilitas pengendali banjir dan infrastruktur 
perlindungan pantai (Rp. 624 miliar), dan 53% pada fasilitas irigasi utama yang 
sepertiganya rusak akibat gempa.36 
 
2.1.4 Dampak Psikis 
 Selain kehilangan tempat tinggal, hanya sedikit pengungsi yang tinggal 
bersama orang-orang di komunitas mereka sendiri. Mereka kehilangan banyak 
                                                          
34  Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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teman dan anggota keluarga, dan kehilangan seluruh lingkungan dan komunitas.37 
Interaksi sosial dan ekonomi juga hilang. Dampak lebih lanjut pada mata 
pencaharian dan tentu saja berarti kualitas hidup yang sangat buruk bagi banyak 
orang. Bencana besar ini telah menghapuskan modal sosial serta kepercayaan diri 
para korbannya dalam sekejap.  
 Sulit bagi banyak individu untuk memikirkan masa depan, karena masih 
berjuang melwan trauma dan tuntutan sehari-hari dan mencoba memahami 
bagaimana kehidupan telah sangat berubah. Orang masih merasa takut akan 
adanya gempa susulan dan sangat takut ke laut. Ada banyak efek trauma. Paling 
buruk, individu tidak mampu dan membutuhkan perawatan medis. Bagi banyak 
orang, kehidupan dan mata pencaharian terus berlanjut, namun akan terpengaruh 
dengan berbagai cara. Orang-orang ini membutuhkan konseling dan dukungan 
publik. Selain itu, mereka membutuhkan informasi tentang apa yang sebenarnya 
terjadi. Laporan dari kunjungan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih 
sangat bingung, memberikan banyak peluang untuk masuknya rumor dan 
tambahan rasa takut serta panik.38 Tenaga profesional untuk kesehatan mental 
dibutuhkan untuk membantu korban yang mengalami trauma, dan pemograman 
yang menyertakan konseling yang luas melalui sekolah, organisasi masyarakat 
dan struktur desa yang ada juga diperlukan.39 Selain sensitif terhadap efek trauma 
yang berbeda, penting juga untuk disadari bahwa peran sosial dan jaringan 
pendukung yang berbeda bagi wanita, pria dan anak-anak akan menciptakan 
reaksi yang berbeda terhadap kejadian traumatis dan menghasilkan berbagai 
mekanisme pananggulangan. 
                                                          
37 Ibid, hal. 99. 
38 Ibid, hal. 100. 
39 Ibid. 
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2.2 Emergency Response dan Peran Berbagai Elemen dan Lembaga di 
Indonesia dalam Bencana Gempa-Tsunami di Aceh tahun 2004 
Di Aceh, dengan skala kerusakan dan korban yang luar biasa besar, proses 
tanggap darurat ini sangatlah kompleks, penuh dengan ketidak-pastian, dan tidak 
cepat.  Dalam situasi di mana hampir sebagian besar kapasitas pemerintah daerah 
yang lumpuh, upaya-upaya tanggap darurat sepenuhnya banyak mengandalkan 
kedatangan para sukarelawan dari luar daerah, bahkan luar negeri.40  
Berbagai elemen dalam negeri yang terlibat mulai dari pemerintah hingga 
masyarakat yang dermawan, turut membantu dalam proses tanggap darurat 
bencana tersebut. Masyarakat menggalang dana dan bahu membahu untuk 
menjadi relawan di bumi Serambi Mekah yang telah porak poranda. Para 
pemangku jabatan menjalankan fungsi penting dimana kebijakan-kebijakan yang 
spontan dan responsif harus selalu diambil. Hal ini melibatkan setiap kementerian 
yang ada untuk mengurus setiap masalah yang berbeda.  
Badan milik pemerintah seperti Bakornas PB yang memang khusus 
menangani bencana secara responsif juga di kerahkan intens oleh pemerintah. TNI 
dan  Polri berada pada garda depan dalam operasi tanggap darurat. Lembaga-
lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI) juga berperan penting dalam 
penyelamatan dan perawatan korban. PLN, PDAM, Ormas dan lain sebagainya 
juga terlibat dalam pemulihan sarana prasarana. Elemen-elemen diatas saling 
bahu-membahu dalam menuntaskan masa tanggap darurat di Aceh, yang dapat 
dikelompokkan dalam lima kegiatan utama. 
                                                          
40 Izza Yuzriah, Keadaan Infrastruktur Kota Banda Aceh Pasca Gempa Bumi dan Tsunami, dalam 
https://medium.com/planologi-2015/keadaan-infrastruktur-kota-banda-Aceh-pasca-gempa-bumi-
dan-tsunami-78776755d714, diakses pada 4 November 2017 12.56 WIB. 
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Kegiatan pertama dan utama adalah pertolongan pertama pada korban 
yang segera membutuhkan pengobatan, baik yang luka maupun yang 
membutuhkan makanan. Pada masa kedaruratan, terjadi kekacauan dalam proses 
distribusi pertologan pertama, khususnya karena jumlah antara yang korban yang 
membutuhkan bantuan dan bantuan yang ada tidak seimbang. Beberapa hari 
setelah tsunami, tim medis dari berbagai daerah mulai berdatangan, dari dalam 
dan luar negeri dan berhasil memberikan pertolongan pertama. Dalam hal ini tidak 
ada penjelasan berapa banyak korban yang meninggal akibat terlambat 
mendapatkan pertolongan medis yang cepat. Hal ini khususnya terjadi di daerah 
yang sulit dijangkau karena kesulitan akses komunikasi dan geografis. 
Kegiatan kedua dalam masa tanggap darurat adalah evakuasi korban, 
pencarian, pengumpulan, pembersihan dan penguburan mayat-mayat korban 
tsunami. Banyaknya jumlah korban, lingkungan yang hancur dan porak poranda, 
serta wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan proses kegiatan ini sangat sulit 
dilakukan.41 Terdapat kesulitan pada masa evakuasi hingga penguburan karena 
berhubungan dengan masalah tempat serta pertimbangan syariat Islam yang harus 
dipenuhi untuk bisa menguburkan mayat korban. Pada akhirnya, diputuskan untuk 
melakukan penguburan secara massal di beberapa lokasi khusus.  Perlu dicatat 
bahwa Majelis Ulama Aceh pada saat itu memberikan fatwa memperbolehkan 
dilakukan penguburan massal dengan argumen karena kondisi darurat. 
Kegiatan ketiga yang sangat penting dalam tahap tanggap darurat adalah 
perbaikan sarana dan prasarana dasar yang segera diperlukan, khusunya 
komunikasi, perhubungan, listrik, dan air minum. Prasarana dasar ini penting 
                                                          
41 Merdeka, Evakuasi Korban Tsunami Aceh Hadapi Banyak Kendala, dalam 
https://www.merdeka.com/khas/evakuasi-korban-tsunami-Aceh-hadapi-banyak-kendala-
2iowxkb.html, diakses pada 4 November 14.05 WIB. 
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untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan juga proses pelayanan kesehatan 
dan bantuan makanan yang diberikan.42  
Proses ini terbilang rumit dan kompleks. Sampai beberapa hari setelah 
terjadi bencana, hubungan komunikasi yang sangat vital diperlukan masih belum 
dapat dilakukan dan ini menghambat proses pertolongan pertama pada korban. 
Banyak daerah-daerah yang tidak dapat dihubungi sehingga laporan keadaan 
kerusakannya tidak dapat diketahui sampai berhari-hari setelah tsunami terjadi. 
Kondisi infrastruktur transporasi yang rusak baik jalan, jembatan, pelabuhan, 
hingga bandara juga mempersulit proses pertolongan kesehatan, evakuasi mayat, 
dan pemberian bantuan makanan.43 Keterbatasan sarana angkutan udara yang 
dapat menjangkau daerah-daerah terpencil untuk proses distribusi bantuan juga 
menjadi masalah tersendiri dalam proses ini.44 Selain itu, keterbatasan alat berat 
juga memperlambat proses perbaikan sarana dan prasarana yang vital.  
Kegiatan keempat yaitu pengadaan bantuan kesehatan, bantuan makanan, 
bantuan shelter atau peneduh, berupa tenda-tenda dan terpal-terpal. Proses ini juga 
mengalami hambatan karena jalur pehubungan yang terputus sehingga di 
beberapa daerah hanya bisa dijangkau dengan helikopter.  
Kegiatan kelima, bantuan psikologis dan pengorganisasi sosial untuk 
menyatukan keluarga-keluarga yang terpisah atau pendampingan korban yang 
kehilangan keluarganya. Sekitar 3.000 anak terlantar dan kehilangan orang tua 
                                                          
42 Eko Bambang Subiyantoro, Kebutuhan Perempuan dan Anak Masih Belum Terjangkau, dalam 
ftp.unpad.ac.id/orari/library/library.../Aceh/Laporan%20Aceh.rtf, diakses pada 4 November 14.10 
WIB. 
43 Bappenas, Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Nias, Sumatra 
Utara, Serta Daerah Pasca Bencana Lainnya, dalam 
https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/.../3188/, diakses pada 4 November 16.09 
WIB. 
44 Tempo, Alat Transportasi Jadi Kendala Pemberian Bantuan, dalam 
https://nasional.tempo.co/read/53946/alat-transportasi-jadi-kendala-pemberian-bantuan, diakses 
pada 4 November 14.18 WIB. 
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dan ribuan korban yang lain yang juga kehilangan anggota keluarganya. Para 
korban ini membutuhkan pertolongan psikologis dan penenangan mental dan 
perlu perhatian khusus.45 
Secara keseluruhan, proses tanggap darurat berlangsung sekitar 3-4 bulan. 
Menurut berbagai sumber, asesmen atas apa yang telah terjadi di Aceh pada masa 
tanggap darurat cukup sulit mengingat kompleksnya permasalahan yang 
ditimbulkan oleh tsunami. Hal yang perlu dicatat adalah dengan skala kerusakan 
yang begitu besar membuat terjadinya chaos, kepanikan, dan ketidakpastian. 
Banyak orang melakukan tindakan di luar koordinasi serta memetingkan 
kepentingan sendiri, sporadis yang kemudian menimbulkan tidak efektif dan 
lambannya respon, serta perhatian yang tidak merata. Ketidakadaan koordinasi 
dan komando yang jelas dan tegas menyebabkan semua pihak secara organik 
bertindak sendiri-sendiri.46 Terputusnya hubungan komunikasi dan jalur 
perhubungan menyebabkan banyak wilayah-wilayah yang setelah beberapa hari 
setelah bencana belum mendapatkan bantuan seperti Calang dan Meulaboh. 
Kelangkaan alat-alat berat juga menyebabkan proses-proses evakuasi 
korban menjadi lamban dan tidak efektif.47 Bahkan hingga beberapa minggu 
setelah bencana, masih banyak mayat yang tidak sempat dievakuasi, 
diidentifikasi, dan dimakamkan. Mayat-mayat yang telah ditemukanpun banyak 
yang tidak dapat diidentifikasi dengan baik karena kondisinya maupun ketiadaan 
sarana dan pra sarana, dan tenaga untuk melakukannya. Masalah pemakaman 
                                                          
45 Sisira Jaya Suria dan Peter McCawley, 2010, The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction After 
a Disaster, UK: Edward Elgar Publishing Limited, hal. 119, dalam 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159342/adbi-asian-tsunami-aid-
reconstruction.pdf, diakses pada 4 November 14.23 WIB. 
46 Bappenas, , Preliminary Damage and Loss Assessment, Op. Cit., hal. 112-114. 
47 Merdeka, Op. Cit. 
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umum juga  sempat menjadi persoalan ketika akhirnya ditetapkan beberapa 
tempat yang dipandang memenuhi syarat.  
Selain itu, persoalan keamanan yang belum jelas di Aceh menambah sulit 
dan kompleksnya situasi distribusi bantuan dalam masa tanggap darurat. Situasi 
keamanan yang belum kondusif, sistem koordinasi nasional belum terkoneksi satu 
dengan yang lain yang saat itu menyebabkan keterlambatan bantuan di beberapa 
daerah tertentu. Bencana tsunami Aceh merupakan bencana besar pertama di 
Indonesia, sehingga koordinasi masa kedaruratan dalam skala besar menjadi 
pengalaman pertama bagi Indonesia 
.  
2.2.1  Peran Palang Merah Indonesia (PMI) 
 Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan salah satu anggota dari 
Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah. PMI sebagai 
organisasi yang berkomitmen terhadap kemanusiaan dan kerelawanan berada di 
garda depan dalam memberikan berbagai macam bantuan untuk para korban 
tsunami di Aceh tahun 2004. Sebanyak 200 ribu relawan berkontribusi dalam misi 
kemanusiaan turun ke lokasi bencana pada proses tanggap darurat bencana 
tsunami Aceh.48  
PMI adalah salah satu organisasi yang pertama melakukan pengambilan 
mayat, evakuasi korban selamat dan diikuti dengan penyampaian tanggapan 
kesehatan darurat, distribusi makanan dan non-makanan, air bersih, tempat 
penampungan, serta reunifikasi keluarga yang terpisah. Federasi Palang Merah 
Internasional telah menyediakan sejumlah besar barang bantuan, unit bantuan 
                                                          
48 PMI, Peringatan Mengenang 10 Tahun Tsunami dari Aceh untuk Dunia, dalam 
http://www.pmi.or.id/index.php/berita-dan-media/siaran-pers/item/326-peringatan-mengenang-10-
tahun-tsunami-dari-Aceh-untuk-dunia.html, diakses pada 5 November 2017 11.12 WIB. 
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darurat untuk memasok air minum, layanan kesehatan, komunikasi, logistik, 
distribusi, dan dukungan akomodasi.49 
PMI berhasil mempertemukan 4.000 orang yang akhirnya bisa bertemu 
kembali dengan keluarganya. Sementara untuk program pembangunan kembali 
rumah warga, PMI membantu 20.000 rumah permanen kepada 20.000 keluarga. 
Selain itu, untuk air bersih serta promosi kesehatan, sejak masa tanggap darurat 
Aceh, sebanyak 1,5 juta liter air bersih didistribusikan untuk warga setiap hari. 
Sebanyak 100.000 jiwa mendapatkan manfaat program promosi kesehatan 
berbasis masyarakat, dan PMI berhasil memberikan program livelihood kepada 
17.760 orang.50 
 Lebih lanjut, PMI bekerjasama dengan The International Committee of the 
Red Cross (ICRC) dalam melakukan evakuasi dan pemberian bantuan karena 
ICRC mempunyai kantor di Aceh. Oleh karena itu, ICRC segera bekerjasama 
dengan PMI sesaat setelah musibah tersebut terjadi. Dua hari setelah tsunami 
terjadi, para relawan dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
Internasional mulai mendistribusikan 1.000 terpal untuk membuat tempat 
penampungan sementara, dan perlengkapan rumah tangga untuk 9.000 pengungsi. 
Perlengkapan tersebut terdiri dari kebutuhan dasar, pakaian, perlengkapan 
kebersihan, dan alat-alat masak.  ICRC juga menyediakan peralatan-peralatan bagi 
relawan PMI untuk mengevakuasi korban.  
 
                                                          
49 WHO, The first 30 days: Organizing Rapid Response (Indonesian Red Cross Society/IRC), 
dalam www.who.int/hac/events/tsunamiconf/.../2_7_first_30_days_sarana_doc.pdf, diakses pada 4 
November 2017 12.04 WIB. 
50 Ibid. 
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2.2.2 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Tanggap Darurat Tsunami 
Aceh 
 Bencana Tsunami Aceh ini terjadi beberapa bulan setelah pemilihan 
umum Presiden dan pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (SBY-JK). Musibah ini 
menjadi musibah paling besar Indonesia di era modern. Pada saat peristiwa 
Tsunami, Presiden SBY  sedang berada di Papua untuk merayakan natal bersama 
pasca gempa bumi tepat sebulan sebelum Tsunami Aceh yaitu pada tanggal 26 
November 2004. 
Pasca menerima informasi tersebut, Presiden memerintahkan Dino Patti 
Djalal dan Andi Malarangeng selaku juru bicara Presiden untuk memeriksa  
kebenaran informasi mengenai bencana di Aceh dan mengadakan koordinasi 
dengan Wakil Presiden, Panglima TNI dan Kapolri.51  
Terdapat simpang siur informasi bencana Aceh. Pada awalnya dikabarkan 
terjadi gempa, lalu kabar berikutnya terjadi banjir dan yang terakhir tsunami. 
Kesimpang siuran informasi terjadi karena Indonesia belum memilliki pusat 
informasi kebancanaan yang baik yang didukung dengan peralatan modern.  Dino 
Patti Djalal selaku juru bicara kepresidenan mencatat dua hal mengenai informasi 
yang masuk, yaitu; informasi yang masuk hanya potongan-potongan yang 
kebenarannya sangat diragukan dan bersifat spekulatif; dan yang kedua setiap ada 
berita baru, selalu lebih buruk dari berita sebelumnya.52 
Setelah informasi jelas, Presiden SBY mengadakan rapat darurat di Wisma 
Gubernur. Menurut Presiden SBY, presiden tidak berada di garda depan maka 
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bencana ini akan menjadi krisis nasional yang berkepanjangan. Presiden lalu 
terbang ke Aceh.53 
Selain itu, Presiden juga menghubungi Endriartono Sutarto dan Da’I 
Bachtiar untuk menyiagakan pasukannya dan bersinergi untuk mengatasi bencana 
tsunami tersebut. Presiden SBY mengatakan “jika jumlah korban besar maka 
penanganannya harus besar pula”, oleh karena itu elemen Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 
diinstruksikan untuk bergerak secepatnya.54 
Sementara itu Wapres diminta untuk terbang menuju Banda Aceh yang 
mengalami kerusakan terberat. Jika menunggu Presiden maka akan lebih lama, 
karena Presiden membutuhkan tambahan waktu sekitar 3-4 jam dari waktu 
penerbangan, untuk transit mengisi bahan bakar. Selama transit informasi 
mengenai korban yang didapat terus bertambah, semula dari 60, kemudian 
ratusan, kemudian ribuan hingga ratusan ribu.55 
 Setelah sampai Lhokseumawe, hal pertama yang dilakukan oleh Presiden 
saat itu adalah menggelar rapat. Dalam rapat tersebut Presiden meminta laporan 
dari pemerintah daerah serta Pangdam dan Kapolda setempat mengenai keadaan 
nyata di lapangan dan apa saja yang telah dilakukan untuk menjadi bahan 
pertimbangan. Setelah informasi dikumpulkan akhirnya presiden menyatakan 
bencana tersebut sebagai bencana nasional dan memberikan instruksi operasional 
untuk melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Inti dari instruksi Presiden 
                                                          
53OpCit,  Susilo Bambang Yudhoyono, Dari Duka Kita Bangkit, dalam 
https://www.facebook.com/SBYudhoyono/posts/868825969850012, diakses pada 14 November 
2017 14.39 WIB 
54 Ibid 
55 Dino Patti Djalal, Harus Bisa! Seni Memimpin A La SBY, 2008, Opcit 
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adalah melakukan kegiatan Search and Rescue (SAR), yang meliputi pencarian 
korban, penyelamatan jiwa dan perawatan korban. 
 Rapat tersebut didokumentasikan dalam sebuah Keputusan Presiden 
No.112 tahun 2004.56 Terdapat tiga poin utama dalam kepres tersebut; yang 
pertama adalah pernyataan bencana Tsunami Aceh 26 Desember 2004 adalah 
bencana nasional; kedua, menghimbau seluruh masyarakat Indonesia agar 
mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari sebagai tanda berkabung 
nasional; yang terakhir adalah himbauan kepada Bakornas PB sebagai 
penyelenggara utama penanganan bencana tersebut, dan menghimbau agar 
bakornas segera menyusun program.57 
 Presiden bersama DPR juga mengupayakan agar dana APBN dialokasikan 
ke penanganan Tsunami Aceh. Pemerintah menganggarkan Rp. 8,4 triliun untuk 
proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Nominal ini diambil dari 
anggaran belanja negara tahun 2005. Kemudian sebanyak Rp. 3,9 triliun 
disalurkan melalui Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), dan 
sejumlah Rp.4,4 triliun dikerjakan oleh kementerian atau lembaga negara terkait 
setelah melakukan koordinasi dengan BRR.58  
Selain itu Presiden juga memutuskan beberapa hal seperti terbukanya 
pintu bagi bantuan asing, setelah melewati pro kontra dan proses pertimbangan 
yang panjang. Presiden juga sempat membuka Asean Leader’s Meeting On 
Aftermath of Tsunami Disaster, yang dihadiri oleh Sekjen PBB Kofi Annan, 
                                                          
56 Keputusan Presiden No. 112 dalam 
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2004/KEPPRES_2004_112_PENETAPANBENCAN
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Menlu Amerika Serikat, PM Australia John Howard, PM Malaysia H. M. 
Abdullah Badawi, Presiden Laos, Thailand, Sri Lanka, India, negara-negara 
lainnya yang terkena bencana serta perwakilan  baik dari lembaga donor 
multilateral antara lain WB, ADB, UN, dan lembaga donor internasional lainnya, 
maupun dari lembaga donor bilateral seperti AS, Jepang, Belanda, dan lain 
sebagainya.59 
Fase tanggap darurat diakhiri dengan keluarnya Inpres No.1 tahun 200560. 
Batas waktu yang di instruksikan oleh presiden untuk menyelesaikan kegiatan 
tanggap darurat adalah sampai akhir Maret 2005.61 Dalam keputusan tersebut juga 
menghimbau untuk segera menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan fase 
rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden melalui instruksi ini merumuskan kordinasi 
lintas sektor yang menjadi pakem dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. Instruksi ini dikeluarkan di Jakarta pada 2 Maret 2005.62 
  
 
 2.2.3 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan 
Pengungsi (Bakornas PBP ) dan Koordinasi Lintas Sektoral 
 Bakornas PBP bergerak cepat dengan membentuk Satuan Koordinasi 
Pelaksana Khusus Aceh (Satkorlak). Wapres (ketua Bakornas) dan Menteri 
Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (wakil ketua bakornas) bertugas 
sebagai koordinator pelaksana harian dan Wakil Gubernur Aceh sebagai 
                                                          
59 Opcit, Dino Patti Djalal, Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SBY, 2008 
60 Inpres No 1 Tahun 2005, 
http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e8da53687fa3/parent/20383 
61 Ibid 
62 Ibid 
55 
 
koordinator pelaksana daerah. Ketetapan ini tercantum dalam Keputusan Ketua 
Bakornas PBP Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2004. 
 Dalam sepekan masa tanggap darurat, pemerintah pusat (Bakornas PBP) 
dan pemerintah daerah yakni Satuaan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan dan 
Penanganan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan pelaksana Penanggulangan dan 
Penanganan Bencana (Satlak PBP) di bantu TNI-POLRI bersama stakeholders 
antara lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), International Non-
Govermental Organization (INGO), Palang Merah Indonesia (PMI), Responsible 
Conduct of Research (RCR), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta 
Nasional, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Sosial (Orsos), dan 
komunitas relawan berjuang untuk meminimalisir jumlah korban agar tidak 
bertambah.63 Usaha tersebut dilakukan melalui tindakan medis (pertolongan 
pertama) dan evakuasi korban serta meringankan penderitaan korban. 
Guna memperkuat Satkorlak PBP dalam menghadapi dampak dari 
tsunami, pemerintah menunjuk Menko Kesra sebagai ketua Satkorlak khusus. 
Kemudian ditunjuk juga Wakasad sebagai wakil 1 dan Wagub Aceh sebagai wakil 
2 yang memiliki tupoksi mengembalikan fungsi pemerintahan. Hal ini ditetapkan 
dalam Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2005, 18 Januari 2005. 
Selain itu, upaya penunjang lain yang dilakukan adalah mendirikan tenda 
darurat, dapur umum-sanitasi, rumah sakit lapangan, dan penyediaan air bersih. 
Selanjutnya dilakukan pula percepatan penyaluran bantuan logistik dan medis dari 
Jakarta, lalu pengadaan rehabilitasi fisik-mental atau psikologis pengungsi, 
                                                          
63 DetikNews, Dari Bakornas Sampai Satgas, dalam https://news.detik.com/berita/263999/dari-
bakornas-sampai-satgas, diakses pada 3 November 2017 09.40 WIB.  
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relokasi, dan rekonstruksi infrastruktur. Untuk penanganan korban tersebut, 
pemerintah telah menetapkan penanganan korban bencana Aceh dan Nias melalui 
tiga tahap program dalam tabel berikut: 
 
Tabel 2.2 Tahapan Prioritas Program Penanggulangan dan Penanganan 
Korban Pasca Bencana Gempa-Tsunami Aceh dan Nias Tahun 200464 
 
No  Tahapan 
Program 
Bentuk Program 
Penanganan 
Alokasi 
waktu 
Alokasi 
Biaya 
1 Tahap Daruat 
 
Penyaluran bantuan 
dipriorotaskan pada aspek 
pangan, sandang, dan 
kesehatan bagi pengungsi 
27 Desember 
2004-31 
Desember 
2005 
1,35 triliun 
rupiah 
2 Tahap Kedua Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Desember 
2005-Juli 
2006 
1,35 triliun 
rupiah 
3 Tahap Ketiga Rekonstruksi 10-12 tahun 10 triliun 
rupiah 
 Untuk percepatan tahap tanggap darurat (emergency response), pemerintah 
merujuk kepada empat prioritas program, yaitu operasi terpadu lintas sektoral dan 
lintas instansi untuk penanggulangan bencana gempa dan tsunami di NAD dan 
Sumut, distribusi makanan dan obat-obatan, relokasi pengungsi, pencarian korban 
yang meninggal ataupun hilang dan pemakaman massal. Mekanisme 
penanggulangan dan penanganan bencana tsunami di Aceh sebagai realisasi 
bentuk tanggung jawab dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat 
dilakukan melalui dua tahap. Pertama, tahap tanggap darurat merupakan awal 
penanganan bencana berupa penyelamatan dengan menempatkan korban ke 
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penampungan (tenda darurat, barak penampungan, dan gedung-gedung yang 
masih dapat dipakai, penyediaan makanan, air bersih, pakaian, selimut, dan obat-
obatan yang dilaksanakan oleh departemen terkait seperti Departemen Kesehatan, 
Departemen Perhubungan, Departemen Sosial, Serta Departemen Prasarana 
Permukiman Dan Pengembangan Wilayah.65 
Kedua, tahap rehabilitasi fisik dan non-fisik. Masing-masing departemen 
bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti: departemen sosial untuk 
bantuan makanan atau logistik, departemen kesehatan untuk obat-obatan dan 
pemulihan kesehatan, departemen pekerjaan umum untuk perbaikan infrastruktur, 
dan sebagainya.66 Instansi-instansi tersebut di tingkat nasional berada dalam 
koordinasi Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Bencana dan Pengungsi yang 
diketuai Menkokesra, di tingkat provinsi dikoordinir oleh Satuan Koordinasi 
Pelakasana (Satkorlak) yang diketuai oleh gubernur dan di tingkat kabupaten oleh 
Satuan Pelaksana (Satlak) yang diketuai oleh bupati.67 Koordinasi ini dilakukan 
agar pelaksanaan penanganan korban lebih cepat dan optimal. Sistemasi 
koordinasi instansi terkait saat tsunami di Aceh tahun 2004 lihat pada lampiran 2. 
 Kerjasama teknis antar instansi terkait yang dilakukan melalui 
kewenangan dimaksudkan untuk mendukung kerja organisasi bantuan 
kemanusiaan lain seperti lembaga non pemerintah, relawan sosial, petugas medis, 
aparat TNI-POLRI, LSM, serta komponen masyarakat dalam kegiatan operasi 
pertolongan dan bantuan bagi korban bencana yang luka mapun bagi pengungsi di 
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Banda Aceh khususnya dan kabupaten/kota seluruh provinsi NAD guna 
meminimalisir kemungkinan jatuhnya korban lebih banyak. 
 
2.3 Permasalahan yang Dihadapi, Kebijakan dan Capaian dalam 
Penanggulangan Tsunami Aceh 
Semakin besar bencana terjadi semakin banyak pula masalah yang harus 
dihadapi. Bencana Nasional adalah tanggungan seluruh warga negara, dan 
Presiden beserta jajaran adalah pembuat keputusan nomor wahid yang dituntut 
harus selalu di garda depan serta cepat dan tepat dalam melangkah.  
Pada tanggal 27 Desember 2004 Presiden SBY mengunjungi 
Lhokseumawe dan keesokan harinya Presiden mengunjungi Banda Aceh yang 
mengalami kerusakan terparah.68 Presiden juga sempat memberikan arahan teknis 
seputar kegiatan search and rescue.69 Setelah melihat sendiri kondisi yang terjadi 
di Aceh presiden memetakan permasalahan-permasalahan pelik yang harus segera 
dihadapi dengan cepat, jika tidak maka krisis nasional akan berlangsung lama dan 
tentunya mengganggu stabilitas nasional.70 
Setiap ada kebijakan dan langkah yang diambil pasti ada pro dan 
kontranya. Resiko dari sebuah kebijakan juga sangat tinggi. Bencana Tsunami 
Aceh ini juga semakin rumit mengingat adanya konflik dengan Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM) yang belum selesai pada saat itu. Seluruh elemen bangsa ini 
harus bersinergi untuk menangani bencana ini serta menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang timbul. 
 
                                                          
68 Dino Patti Djalal, Harus Bisa! Seni Memimpin A La SBY, Op. Cit. 
69 Ibid 
70 Susilo Bambang Yudhoyono, Dari Duka Kita Bangkit, Op. Cit. 
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2.3.1 Permasalahan Domestik dan Langkah yang Ditempuh Pemerintah 
 Presiden memetakan beberapa masalah yang ada Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono turun langsung ke lapangan, adapun masalah-masalah yang telah 
dipetakan dalam catatan Presiden SBY. Pertama, pemerintah daerah lumpuh total, 
hal ini diseabkan karena pemerintah daerah juga menjadi korban atas bencana 
yang terjadi, jajaran aparat setempat juga tidak bisa berbuat banyak, mengingat 
mereka semua adalah korban;71  
 Kedua, Tidak ada logistik, karena akses yang susah dan komunikasi 
lumpuh total sehingga kondisi di lapangan tidak dapat diketahui dan berujung 
pada terlambatnya pasokan logistik.72 Ketiga, Alutsista tidak memadahi akibat 
sanksi embargo, ini adalah sebuah hal yang sangat menarik, Indonesia tidak 
memiliki alutsista yang memadahi untuk menangani bencana tersebut, hal ini 
disebabkan oleh kejadian yang berjarak cukup lama dari Tsunami Aceh, asal mula 
embargo ini ada pada tahun 1991 dimana Indonesia dituduh melanggar HAM atas 
penembakan kepada sejumlah demonstran di Gereja Santa Cruz. Hampir seluruh 
alutsista TNI adalah buatan AS, Indonesia tidak bisa membeli suku cadang 
pesawat F16 dan F5 serta pesawat Hawk bikinan Inggris juga tidak dapat terbang 
karena tidak bisa membeli suku cadang akibat dari sanksi embargo yang masih 
berlaku,73 pada tahun 2003 Indonesia memiliki ide untuk membeli pesawat dari 
Rusia, akhirnya terbelilah beberapa set Sukhoi, jadi pada saat penanggulangan 
Tsunami Aceh Indonesia mengandalkan Sukhoi yang baru dibeli pada masa 
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pemerintahan Megawati dan pesawat bikinan AS yang bisa terbang hasil kanibal 
suku cadang dari pesawat sejenis lainnya. 
Keempat, konflik dengan GAM belum selesai, penanganan tanggap 
darurat akan terhambat jika konflik bersenjata tidak berhenti, ada kekhawatiran 
tersendiri akan serangan tiba-tiba dari GAM dan kekhawatiran lainnya.74 Kelima, 
banyak tawaran bantuan dari negara asing termasuk dari aspek militer, namun 
banyak terdengar juga pendapat tentang penolakan bantuan asing terlebih lagi 
militer, pendapat ini muncul akibat kekhawatiran akan intelejen asing yang akan 
masuk dan merekam segala kondisi bangsa ini, kemudian kekhawatiran mengenai 
militer asing yang ditakutkan akan bertemu dengan GAM kemudian membantu 
mereka agar lepas dari Indonesia.75  
Keenam, Bakornas hanya badan koordinasi non struktur yang bukan badan 
yang khusus menangani bencana.76 Ketujuh, Indonesia tidak memiliki perundang-
undangan yang mengatur masalah kebencanaan, hanya ada kepres No 3 tahun 
2001 dan kepres no 111 tahun 2001 yang mengatakan bahwa Bakornas PBP 
adalah badan koordinasi non struktural yang bertugas sebagai penyelenggara 
utama penanggulangan bencana, selanjutnya isi kepres itu adalah pembagian 
peran anggota. Kedelapan, Anggaran tidak tersedia untuk menangani dampak 
bencana Tsunami Aceh. Selain itu terdapat masalah-masalah lain yang mendasar, 
seperti; lumpuhnya sosial dan ekonomi serta pelayanan dan infrastruktur dasar 
tidak berfungsi.77   
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2.3.2 Tsunami Aceh Sebagai Bencana Internasional 
 Berbagai macam persoalan menghadang, semuanya harus diselesaikan 
dengan cepat dan akurat, tidak boleh salah melangkah. Sebetulnya masalah yang 
paling utama dari sekian banyak masalah yang ada ialah tidak adanya konstitusi 
dan institusi yang mengatur tentang kebencanaan. Seorang ahli geologi Institut 
Teknologi Bandung Dr. Nanang T Puspito pernah mengkritik Kepres 111/2001 
yang dinilai lemah dan juga menyatakan bahwa penanganan bencana akan lemah 
tanpa adanya perundang-undangan yang mendukung.78 
 Awalnya Presiden SBY ragu untuk membuka pintu bagi bantuan asing 
apalagi militer asing. Namun Presiden SBY yakin bahwa bantuan yang akan 
masuk adalah bantuan kemanusiaan tanpa unsur apapun. Adapun bantuan militer 
akan bergerak dibawah komando TNI.79 Masalah tawaran bantuan dana juga 
presiden sangat selektif. Tawaran bantuan dana yang diterima diutamakan dana 
hibah daripada pinjaman jangka panjang. Presiden menyatakan bahwa tidak 
semua bantuan diterima, bantuan yang tidak diperlukan akan ditolak. Bantuan 
juga diseleksi supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.80 
 Dengan membuka pintu untuk bantuan luar negeri, ternyata permasalahan-
permasalahan yang dihadapi menjadi ringan. Ketakutan mengenai bantuan militer 
asing hilang. Alutsista menjadi lengkap, proses tanggap darurat menjadi lancar. 
Tidak ditemukan spionase maupun memberi bantuan terhadap GAM.81  
 Bantuan dana dikelola dengan akuntabel dan transparan, serta 
didistribusikan dengan bijak, sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah dari 
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negara pendonor. Besaran bantuan dana untuk indonesia saat itu mencapai USD 7 
Milyar.82 Ditambah lagi terselenggaranya Asean Leader’s Meeting On Aftermath 
of Tsunami Disaster. Dari acara tersebut Indonesia dan negara-negara terdampak 
lainnya mendapat perhatian dari komunitas internasional termasuk PBB.  
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2004 yang 
dihadiri oleh kepala negara ASEAN, kepala negara yang terdampak Tsunami, 
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Perdana Menteri Australia dan Sekjen 
PBB.83 Pertemuan itu membahas tentang bantuan apa yang dibutuhkan dan 
membahas perihal mekanisme distribusinya. Selain itu pertemuan tersebut juga 
membahas mengenai penanganan di masa depan.84  
Dari langkah-langkah yang ditempuh dan dijalani bersama tersebut 
Indonesia dapat menjalai fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi 
dengan baik. Awalnya fase tanggap darurat digelar dalam kurun waktu 6 bulan, 
tetapi akhirnya dipersingkat menjadi 3 bulan, hal ini diatur dalam Inpres No.1 
tahun 2005.85 Selain itu juga ada pencapaian lainnya, seperti; konflik GAM dapat 
diakhiri; banyaknya aliran bantuan yang masuk; sistem peringatan dini mulai di 
sosialisasi dan di pasang di regional ASEAN bahkan Asia dengan bantuan negara-
negara Eropa; dan yang tidak kalah penting adalah Indonesia menjadi sorotan 
dunia dalam penanggulangan bencana Tsunami Aceh, beda dengan negara 
terdampak lainnya.86  
82 Ibid 
83 Asean, Special Asean Leaders’ Meeting On Aftermath Of Earthquake And Tsunami, Jakarta. 
 http://asean.org/special-asean-leaders-meeting-on-aftermath-of-earthquake-and-tsunami-jakarta/, 
diakses pada 14 November 2017 Pukul 19.00 
84 Ibid 
85 Inpres No 1 Tahun 2005, 
http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e8da53687fa3/parent/20383 
86 Susilo Bambang Yudhoyono, Dari Duka Kita Bangkit, Op. Cit. 
